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Abstrak
 

Judul tesis ini Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Sebagai Lembaga Penyelesaian

Sengketa Pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Negera (APBN), Negara/Pemerintah perlu memperhatikan agar pemungutan pajak tidak menciderai

rasa keadilan rakyat maka di pandang perlu suatu upaya pemaksaan yang sah dan bersifat legal. Di

Indonesia, dasar pemungutan pajak di atur dalam konstitusi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah di ubah

dengan Pasal 23A Amandemen Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang“. Oleh karena itu, setiap sengketa pajak

harus diselesaikan secara adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana serta memberikan

kepastian hukum (legal certainty). Eksistensi Pengadilan Pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa

pajak untuk menegakkan hukum dan keadilan di bidang perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

24 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah kedudukan Pengadilan Pajak dalam

sistem peradilan di Indonesia?; 2). Bagaimanakah penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak?. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. sumber data penelitian yaitu data sekunder yang

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjang. Data yang

terkumpul di analisis berdasarkan metode kualitatif.

Hasil penelitian pertama, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai

Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman

bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Ketidakjelasan

kedudukan dari Pengadilan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

menimbulkan persepsi bahwa eksistensinya itu berdiri sendiri di luar lingkungan peradilan yang diatur oleh

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di atur

dalam hukum acara khusus pada Bab IV Undang-Undang Pengadilan Pajak dan berbeda jika dibandingkan

dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak tidak

mengenal adanya Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Tingkat II dan kasasi namun hanya di kenal upaya

hukum banding dan gugatan. Sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara, putusan

banding atau putusan gugatan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah

Agung berdasarkan alasan-alasan Pasal 91 huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.

......

The title of this thesis is the Legal Position of Tax Court within the Judicial System as the Tax Dispute

Settlement Institution in Indonesia. Considering the contribution of tax revenue dominating the State Budget

and Expenditure Budgeting (APBN), the State/Government should to pay attention that tax collection

procedure does not injure the sense of justice it is necessary an attempt to impose a legitimate and legal
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coercion. In Indonesia, legality basis of the tax collection stated in Article 23 Paragraph (2) of the 1945

Constitution as amended by the Third Amendment by Article 23A of the 1945 Constitution: "Tax and other

levies coercive for the purposes of state governed by law". Therefore, for any tax disputes needs to be

resolved equitably with fast, inexpensive and simple processes, and provide a legal certainty. The existence

of the Tax Court as a tax dispute settlement institution to enforce the law and justice in the field of taxation

as set out in Article 24 of the Third Amendment 1945 Constitution.

The basic problems include: 1). How is the legal position of the Tax Court in the judicial system in

Indonesia?; 2). How is the settlement of disputes in the Tax Court?. The method used is normative legal

research. Source of legal research data is secondary data in the form of primary, secondary legal materials

and tertiary legal material as a supporting. The collected data was analyzed by qualitative methods.

Results of this thesis research: 1). The legal position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia is

as Special Court in the administrative courts exercising judicial power to the taxpayer to seek justice against

tax dispute. Obscurity position (legal) of the Tax Court in Law Number 14 Year 2002 regarding Tax Court

creates a perception that it is an independent existence outside the Courts were governed by the Judicial

Authority Law. 2). settlement of tax disputes in the Tax Court are set in the special procedural law in

Chapter IV of the Tax Court Law which is different when compared to the existing judicial system in

generally. Settlement of disputes in the Tax Court does not recognize by the Level I Court, Level II Court

and cassation, but only known an appeal and lawsuit. As the Special Court in the administrative courts,

appeal and lawsuit verdicts of the Tax Court only be filed by extraordinary legal remedy to the Supreme

Court by the reasons of Article 91 letter a through e of Tax Court Law Number 14 Year 2002.


